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ABSTRAK

Malahayu merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan
Banjarharja kabupaten Brebes, letaknya di tengah-tengah perbatasan antara
Jawa Tengah dan Jawa Barat. Adat yang berlaku di desa tersebut
merupakan kombinasi adat yang mencirikhaskan adat Jawa Barat (sunda)
dan Jawa Tengah. Hal itu terlihat jelas khususnya dalam adat perkawinan.

Perkawinan merupakan sarana untuk membentuk sebuah keluarga.
Dalam suatu keluarga tentunya diperlukan harta kekayaan, karena dengan
harta kekayaan inilah suatu keluarga dapat menjalankan kehidupan
sebagaimana mestinya.

Harta dalam suatu perkawinan atau yang disebut sebagai harta
perkawinan keberadaannya diakui oleh semua hukum adat yang ada di
Indonesia, termasuk diantaranya adat Malahayu. Dalam adat Malahayu,
keberadaan harta perkawinan merupakan hartz yapg berada dzlem suatu
keluarga disebabkan adanya hubungan perkawianan baik yang menyangkut
harta pribadi masing-masing suami isteri sebagai harta bawaan (harta asal)
mannun harta bersama sebagai harta pensaharian bersama setelah mereka
terikat dalam suatu perkawinan. Bahkan dengan adanya harta serahan
sebagai harta yang dibawa oleh suami kepada isteri.

Selain hukum adat, Undang-undang No. 1 tahun 1974 juga meegatur
tentang perkawinan yang didalamnya juga mnegatur harta benda dalam
perkawinan yang termuat pada Bab VII pasal 35, 36, dan 37. dalam Undang-
undang No. 1 tahun 1974 di jelaskan mengenai macam-macam harta
perkawinan yang meliputi ; harta bersama, dan harta bawaan yang
kemudian harta bawaan dibedakanr kepada harta pribadi suami atau isteri,
harta warisan dan harta hadiah, serta penbagian harta perkawinan
sebagaimana dalam hukum adat Malahayu. Namun mengenai pegelolaannya
kedua hukum tidak membicarakannya secara langsung sehingga penyusun
disini mencoba sntuk menganalisa dari kedua hukum tfersebut mengenai
pengelolaan harta perkawinan dengan menyajikan Kkonsep maslahah
mursalah sehingga dapat diketahui bagaimana cara pengelolaan serta
pembelanjaan harta perkawinan tersebut.
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PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan
- pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/ti/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
! alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
= Ba* b -
O Ta' t -
& $\a § $ (dengan titik di atas)
d Him j -
z ha’ h h (dengan titik di bawah)
z kha kh -
J dal d -
3 zal z 2 (dengan titik di atas)
) ra r -
B zai z -
B sin S -
Uf“ syin sy -
- sad s s (dengan titik di bawah)
-] d.ad d _d (dengan titik di bawah)
L t £ t (dengan titik di bawah)
L 73 zZ z. (dengan titik di bawah)
t ‘ain ) koma terbalik
é— gain g -
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- fa* f -

3 qaf q -

&l kaf k -

J 1am 1 -

e mim m -

8 nin n -

S wawu W -

-3 Ha’ h -
apostrof  (tetapi  tidak

¢ hamzah ; dilambangkan apabila ter-
letak di awal kata)

Lﬁ Ya y -

2. Vekal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.
a. Vokal Tonggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagat berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
— Fathah a a
= A Kasrah i’ i
\ . .
— Dammah u u
Contoh:
S kataba B yarhabu

d:‘-»“ -su’ila _)Sl\ -~ zukira



b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda

Contoh:

3. Maddah

Nama Huruf Latin Nama
Fathah dan ya ai adani
Fathah dan wawu au adanu
S aifa J 8- haula

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Contoh:

Nama Huruf Latin Nama
Fathah dan alif atau alif \ a a dengan garis di atas
Makstirah

Kasrah dan ya T i dengan garis di atas

u dengan garis di atas

s

dammah dan wawu

d\é - qala dﬂé -gi'fa

(s<_) - rama d}":!- yagiilu
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4. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbut}ah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup
Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah (1).

b. Ta’ Marbutah mati
Ta’ marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah (h)

Contoh: Aata T aihah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

ta® marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: ‘\-‘25“ 4—*2’_9 _J - raudah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah

itu.
it
Contoh: “2_)-rabbana
2= - nu’imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
“d"’. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh

gamariyah.
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a. Kata sandang vang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : dﬁﬂ_‘)“ — ar-rajulu

544,*“-“ — as~sayyidatu

b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf gamariyah.
Kata sandang vang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.
Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yag mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda

sambung {-).

Contoh: elﬂ‘ - al-qalamu LD-’-“ -al-jaldlu
2l i badivu

7. Hamzah
Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang teretak di tengah dan di
akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena

dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :
3 Ll A
(s - syai’un ‘—‘,)4\ - umirty
& }3-“ - an-nau’u J j-:*-éht - ta’khuziina

8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang
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dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan

juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:

U:!E,)‘ J-“ BrEs }&J ) L}‘j - Wa innallzha lahuwa khair ar-razigi n

U‘ ‘).-.‘A]‘j d.-js-“ ‘_93 j\-é - Fa ‘aufual kaila wa al mi“zana

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

Joma ) Y Lanabas - wama Mubammadun illa Rasil
u-”l-lﬂ &*" 9 A J. _5‘ J - inna awwala baitin wudi'a
finndsi
Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan
kata lain schingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang
dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh :
o )§ Cjﬂ 3 A e _)*4-’ - nasrun minallahi wa fathun

qari’b
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L”:‘A&J‘\‘“ & - 1iliahi al-amru jamian

F

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat manusia antara satu sama lain selalu saling
membutuhkan (homo sacra homini), manusia makhluk sosial (zoon
politicoon). Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk
senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama
dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.
Demikian pula di antara pria dan wanita itu selalu pula saling membutuhkan
sebagai pasangan suami isteri dalam berumah tangga.

Kehidupan berumah tangga itu hanya dapat te{jadi lewat perkawinan
yang sah baik menurut hukum agama maupun ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, dari sini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tenteram dan
sejahtera lahir batin yang didambakan oleh setiap insan yang normal.’

Suami isteri sebagai suatu keluarga, merupakan dasar pembentukan
kelompok dalam masyarakat, yang akhirnya membentuk bangsa dan negara.
Oleh karena itu seyogyanya hubungan suami isteri itu harus langgeng penuh

kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan rohani dan jasmani baik moral, materiil

' A. Zuhdi Muhdlar, Memahami Hukum Perkawinan, (Bandung : Al-Quran-Bayan,
1994), him. 14.
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maupun spiritual dilandasi dengan ma’ruf” sakinah,” mawaddah dan rahmah’

sesuai dengan firman Allah

&
{ s - T
O3 Sz pprb DUV SIS 3 OV A 5000 0

fslam sangat menganjurkan adanya perkawinan karena perkawinan
mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai W‘;ljud ibadah kepada Allah dan
mengikuti sunah Nabi. Di samping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk
memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan
ketentraman hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup
bf:rmaSj,raurakat.6 Begitu pentingnya peran perkawinan dalam kehidupan
manusia, maka tidak heran bila perkawinaﬁ diatur dengan peraturan-peraturan,
supaya perkawinan benar-benar sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah
S.W.T. Demikian juga Rasulullah sebagai panutan umat lslam telah
menganjurkan kita untuk segera menikah bagi yang telah mampu sesual

dengan sabda nabi yang berbunyi:

? Pergaulan suami isteri yang saling menghormati. saling menjaga rahasia masing-
masing.

? Suasana kehidupan dalam rumah tangga terdapat keadaan yang aman dan tenteram,
gemah ripah loh jinawi tidak terjadi perselisihan.

* Kehidupan rumah tangga itu selalu dan harus dijamin, saling mencintai dan diberi
petunjuk oleh Allah.

* Ar-Ruum (30) : 21.

¢ Ahwad Azhar Basyir, Hukum Perkevsinan Istam. (Yogyakarta @ U1 Press. 2000), hlm.
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Adapun peraturan mengenai perkawinan yang pernah berlaku di
Indonesia di antaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(Burgelijke Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen {(Hunwelijks
Ordonantie Christen Indonesiaers, S. 1933 No.74) dan Peraturan Perkawinan
Campuran (Regeling op de gemeng de Huwelijken S. 1898 No. 158). Namun
setelah lahimya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka ketentuan tersebut
dinyatakan tidak berlaku lagi.®

Dalam Undang-undang No. 1 tahun .1974, perkawinan merupakan
ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan
tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.’

Apabila pengertian tersebut kita bandingkan dengan pengertian
perkawinan menurut hukum adat sebenarnya tidak ada perbedaan yang
prinsipil, hanya saja pengertian perkawinan menurut hukum adat mempunyai
arti yang lebih luas. Menurut hukum adat. perkawinan bukan saja merupakan
‘katan suami isteri dalam satu kehidupan rumah tangga. tapi juga bersangkutan
dengan urusan kedua belah pihak untuk menunjang kebahagian dan kekekalan

hidup rumah tangga mereka.'” Demikian juga dalam adat Malahayu yang

7 Al-Bukhari, tarjamah as- Shahih al-Bukhori, alih bahasa al-lmam MNawawi dkk,
(Malaiysia, 1997) Kitab an-Nikah Wa at-Thalaq, Jilid 1V, hadis no. 1583.

® Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 66.
? 1bid., pasal 1.

10 tyilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung : Citra Aditva Bakti, 1990},
hlm. 23.



merupakan salah satu bentuk adat yang terdapat di negara Indonesia ini, yang
dimaksud dengan perkawinan sama halnya dengan pengertian perkawinan
menurut hukum adat pada umumnya.

Dari definisi tersebut baik menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974
maupun hukum adat tersimpul adanya asas bahwa antara suami isteri terdapat
ikatan yang sangat erat yang tidak hanya ikatan lahir tapi juga meliputi ikatan
jiwa, batin atau ikatan rohani.'" ' |

Selain Undang-undang No.l tahun 1974 yang mengatur tentang
perkawinan berlaku juga hukum adat (adat rechr). Hukum adat dapat
dikatakan sebagai tipe hukum yang dibangun dengan bahan-bahan baik yang
bersifat riil maupun idiil dari bangsa Indonesia, dengan kata lain hukum adat
adalah penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat. Oleh karena
itu keberadaannya harus tetap diperhatikan dalam mozaik pembangunan
hukum positif di Indonesia untuk menciptakan keadilan dan ketenteraman
masyaraﬂca‘.:.]2

Di dalam ikatan perkawinan antara suami isteri tidak dapat terlepas
dari harta, karena dengan harta tersebut suami dan isteri dapat memenuhi
kebutuhan-kebutuhan mereka dan anak-anaknya. Hal tersebut sekaligus
membuktikan bahwa kehidupan manusia yang tidak dapat terlepas dari harta,
karena secara naluriah sejak manusia dilahirkan telah mempunyai rasa tidak

puas untuk memiliki apa yang dapat mendatangkan kepuasan dalam hidupnya.

1 1. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), him. 186.

2 Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta : Pradnya Paramitha, }, hlm. 21.



Harta perkawinan merupakan harta yang muncul akibat adanya
perkewinan, Dalam hukum adat keberadaan harta ;Serkawinan sangat
diperhatikan sebagai unsur terpenting dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan
rumah tangga sehingga keberadaannya nampak jelas. Demikian juga dalam
Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, keberadaan harta
perkawinan diatur didalamnya yang terbagi dalam tiga pasal yaitu pada pasal
35,36 dan 37.

Di desa Malahayu, yang merupakan salah satu desa di kecamatan
Banjarharja kabupaten Brebes, yang terletak di bagian barat Jawa Tengah
sebagai daerah yang menjadi perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat.
ILetaknya cukup jauh dati pusat kota Brebes dengan jarak sekitar 40 km.
Penduduk desa ini mayoritas menganut agama Islam dan kondisi
perekonomian kelas menengah dengan mata pencaharian penduduk rata-rata
petani selebihnya pedagang dan PNS. Desa ini mempunyai dua kebudayaan
baik yang berciri khas Jawa dan Sunda. Sementara bahasa yang digunakan
sehari-harinya adalah bahasa Sunda.

Dalam adat Malahayu pembicaraan mengenai harta perkawinan
merupakan masalah penting, karena dalam adat Malahayu seorang laki-laki
yang ingin melakukan perkawinan ia harus menyediakan segala harta benda
untuk dibawa dan di serahkan kepada pihak perempuan sebagai bekal atau
modal untuk kehidupan mereka bersama anak-anaknya nanti. Harta i
menurut adat Malahayu disebut harta serahan, harta serahan ini merupakan

harta yang menentukan terhadap keberadaan harta perkawinan atau harta



bersama suami isteri, karena harta ini dapat dikelola dan dikembangkan.
Selain harta serahan, dalam adat Malahayu juga terdapat harta lainnya seperti
harta bawaan masing-masing suami isteri yang di dapat atas hasil jerih
payahnya masing-masing, harta warisan, hadiah perkawindn, harta hibah, dan
harta benda lainnya yang masuk ke dalam ikatan perkawinan. Demikian
halnya dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, keberadaan harta perkawinan
diatur dengan jelas pada bab VII tentang harta benda dalam perkawinan
tepatnya pada pasal 35, 36 dan 37.

Dalam penelitian ini penyusun akan membandingkan kedua hukum
tersebut mengenai asal-usul keberadaan harta perkawinan dan bagaimana
penguasaannya bagi pihak suami isteri. serta bagaimana cara pengelolaannya
dan pembagiannya jika terjadi perceraian menurut hukum adat Malahayu dan
Undang-undang No. 1 tahun 1974. Sehingga penyusun dapat mengetahui
persamazan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya dan letak kelemahan

masing-masing aturan.

. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas yang akan dijadikan rujukan
dan arah pembahasan skripsi ini, yaitu :
i. Bagaimanakah asal-usul dan penguasaan harta perkawinan menurut

hukum adat Malahayu dan Undang-undang No. 1 tahun 19747



2. Bagaimanakah pengelolaan serta pembagiannya jika perkawinan putus

menurut hukum adat Malahayu dan Undang-undang No. 1 tahun 1974?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
a. Menjelaskan tentang asal-usul dan ;;enguasaén harta perkawinan
menurut hukum Adat Malahayu dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974
b. Menjelaskan Hukum tentang cara mengelola dan membagi harta
perkawinan jika terjadi putusnya hubungan perkawinan.
2. Kegunaan
a. Dari segi teoritis, sebagai sumbangan perkiran vang pada akhimya
dapat melengkapi hasanah keilmuan dan pemikiran bagi pendalaman
maupun pengembangan peraturan dan aturan tata hukum indonesia
ierutama mengenai harta perkawinan.
b. Dari segi praktis, diharapkan bagi masyarakat Malahayu agar tidak
berlebihan dalam menjalankan adat serahan karena pengaruhnya bagi

yang kurang mampu

D. Telaah Pustaka
Setelah penyusun menefusuri berbagai tulisan, penyusun tidak
menemukan satupun baik berupa buku atau skripsi yang secara rinci

membahas tentang harta perkawinan di desa Malahayu Banjarharja Brebes.



Penelitian ini merupakan penelitian awal karena belum pemah ada yang
melakukan penelitian dalam persoalan ini. Dalam penelitian ini penyusun
mengacu kepada literatur-literatur mengenal pembahasan tentang harta
perkawinan.

Seperti  Scerojo Wignjodipoero dalam bukunya yang berjudul
Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat, ia banyak mengemukakan mengenai
macam-macam harta yang terdapat dalam perkawinan dan penguasaannya
terhadap harta tersebut. Selain itu ia juga mengatakan bahwa barang-barang
vang diterima sebagai hadiah perkawinan pada waktu pernikahan, maka
barang tersebut menjadi milik bersama suami isteri. Di pulau Madura, barang-
barang demikian disebut “barang pembawaan”, terhadap barang pembawaan
ini di Madura ditetapkan ukuran pembagian yang lain daripada ukuran
pembagian dari barang-barang yang diperoleh dalam masa perkawinan yang
disebut harta “ghuna-ghuna’. Dari barang pembawaan ifu suami isteri masing-
masing mendapat separuh, sedangkan dari barang ghuna-ghuna suami
mendapat dua-pertiga dan isteri hanya mendapat sepertiga.’

Hilman Hadikusuma dalam bukunya vyang berjudul Hukum
Perkawinan Adat Indovesia, hanya menjelaskan tentang kedudukan harta
dalam perkawinan menurut hukum adat, baik yang menganut sistem
kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral.

Iman Sudiyat, dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat, ia

mengatakan bahwa manakala perkawinan putus karena meninggalnya suami

13 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta : Gunung
Agung, 1995}, him. 159-160. ’



atau isteri, maka partner yang ditinggalkan itu menguasai harta bersama
seperti semasa perkawinan, ia berhak atas harta tersebut untuk
penghidupannya. Bila kebutuhan hidupnya telah terpenuhi secara pantas,
maka harta bersama itu dapat dibagi antara dia dengan para ahli waris dari
yang meninggal. Dalam hal ada anak, maka merekalah yang mewarisi harta
kekayaan itu selaku barang asal, jika tidak ada anak, maka harta bagian yang
meninggal tersebut harus dibagi antara sanak saudara darn kedua belah pihak
dengan patokan yang sama seperti kalau suami isteri itu membaginya semasa
mercka masih hidup.'®

Soepomo dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Adat Jawa
Barat, menerangkan bahwa pada waktu perceraian, isteri berhak mendapat
sebagian dari harta perkawinan. Besarnya bagian itu harus seimbang dengan
banyaknya tenaga yang dicurabkan dalam usaha mencari nafkah selama
perkawinan.is

M. Yahya ‘Harahap'® dalam bukunya yang berjudul Hukum
Perkawinan Nasional, belian banyak menyoroti darl peraturan perkawinan
undang-undang No. I tahun 1974, baik mengenai jenis harta yang ada dalam
perkawinan serta hak-hak suami isteri atas harta-harta tersebut. Mengenai
pembagiannya khususnya pembagian harta bersama, beliau mengemukakan

kedudukan harta bersama jika terjadi perceraian hal ini diatur dalam pasal 37

 Iman Sudiyat, Hukum Adat, (Yogyakarta : Liberty, 1981), him. 149.

'* Soepomo, Hukum Perdata Adat Jawa Barat, terjemahan Ny. Nani Soewonde, (Jakarta
Dijaya Pirusa, 1982), hlm. 63.

¥ M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan : Zahir, 1975), him.
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yang berbunyi: “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur

menurut hukumnya masing-masing”. Menurut belian yang dimaksud

hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-

lainnya. Dan kalau kita kembali pada penjelasan pasal 37, maka Undang-

undang memberi jalan pembagian:

1. Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan
kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian.

2. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum
tersebut merupakan kesadaran hukum y-ang hidﬁp dalam lingkungan
masyarakat yang bersangkutan.

Atau hukum-hukum lainnya."”

()

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik yang dugunakan penyusun dalam penelitian ini
adalah maslahah mursalah’®. Suatu landasan pemikiran yang memformat
konsep ini adalah realitas yang mudah ditangkap syari’at [slam dalam
berbagai pengaturan dan hokum yang mengarah kepada terwujudnya
maslahah, vaitu apa yang menjadi kepentingan dan apa yang dibutuhkan
manusia dalam kehidupannya di muka bumi ini, maka upaya mewujudkan
maslahah dan mencegah mafsadah adalah suatu yang sangat nyata dibutuhkan

setiap orang. Berkenaan dengan teori tersebut, maka eksistensi hukum Islam

7 Ibid., him. 125.
18 Maslahah mursalah (menurut Abdul Wahab Khalaf) adalah kemaslahatan yang tidak

disyari’atkan oleh syari’ dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemalahatan, di samping
tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan.
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terus dikembangkan, begitu pula dalam dimensi pembangunan hukum
nasional vang dilakukan bangsa Indonesia.

Maslahah itu menjadi hal yang baru menurut barunya keadaan umat
manusia dan berkembang menurut perkembangan lingkungan. Karena
pembentukan itu terkadang mendatangkan mudharat pada zaman lain, hukum
juga dapat mendatangkan keunfungan bagi suatu lingkungan dan dapat
mendatangkan mudharat bagt lingkungan lain.

Sesuai dengan obyek penelitian ini yaitu mengenal asai-usul dan
penguasaan, pengelolaan dan pembagian harta perkawinan mengenai status
harta perkawinan, maka terlebih dahulu berangkat dari pengertian harta
perkawinan. Pada prinsipnya harta perkawinan adalah semua harta vang
dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam fkatan perkawinan, baik
harta kerabat yang dikuasai, maupun haita perseorangan vang berasal dari
harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendirj, harta pencaharian hasi
bersama suami isteri, serta barang-barang hadiah.'” Dalam hukum adat harta
perkawinan dapat digolongkan ke daiam beberapa imacam. sebagaimana
dibawah ini:

a. Harta vang diperoleh/dikuasai suami atau isteri sebelum perkawinan, vaitu
harta bawaan.

b. Harta vang diperoleh/dikuasai suami atau isteri secara perscorangan

sebelum atau sesudah perkawinan, vaitu harta penghasilan.

19 Wilman Hadikusuma, Hikwm Perkawinan Adat, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1960).
him. 156,
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¢. Harta yang diperoleh/dikuasai suami dan isteri bersama-sama selama
perkawinan, yaitu harta pencaharian.

d. Harta yang diperoleh suami isteri bersama ketika upacara perkawinan
sebagai hadiah yang disebut hadiah perkawinan.zo

Selain itu juga dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, harta benda
dalam perkawinan, yaitu :

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”!

2. Harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta bawaan masing-
masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-
masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Dari pasal tersebut di atas tersimpul bahwa menurut Undang-undang
perkawinan juga terdapat lebih dari satu kelompok harta dalam suatu
perkawinan, yaitu harta bawaan, warisan, hadiah dan harta bersama. Hal mi
sedikit berbeda dengan bukum adat yang menyebutkan terdapat empat jenis
harta dalam suatu perkawinan seperti yang telah disebutkan di atas.

Dalam kompilasi hukum islam disebutkan mengenai kedudukan harta
dalam perkawinan yang tertuang dalam pasal-pasal berikut :

1). Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian

juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

™ [bid., hlm. 157.
2! {indang-undang No. I tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 ayat (1}.

2 Ibid., pasal 35 ayat (2)
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Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang
diperoleh masing-masing, sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah
penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain

dalam perjanjian pe:rkawinan.23

. Mengenai hak-hak suami terhadap harta benda yang diperoleh atau dibawa

sebelum akad perkawinan adalah tetap menjadi hak suami secara penuh
untuk menguasainya dan bertindak hukum terhadap harta bawaannya itu
setelah akad perkav»rinan.24

Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena
usahanya masing-masing, harta pertama ini adalah hak dan dikuasai oleh
masing-masing pihak, bila terjadi putusnya perkawinan kembali pula
kepada pihak masing-masing suami isteri itu.”

Dari uraian di atas jelas bahwa terdapat beberapa kelompok harta

dalam perkawinan dimana hak dan penguasaan harta tersebut berada pada

masing-masing pihak yang memiliki, berbeda dengan harta bersama yang

penguasaan dan haknya ada pada kedua suami isteri selama masih ada ikatan

perkawinan.

91,

2 Muh. Idrus Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996 ), him.

2 7ahri Bamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan

di Indonesia, (Yogyakarta : Bina Cipta, 1978), him. 59.

228.

25 Mohd. Idrus Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, {Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm.
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Dari teori-teori tersebut di atas nantinya dapat kita bandingkan dengan
permasalahan yang akan dibahas ini sehingga pada akhirnya akan didapatkan

jawaban yang tepat dari pokok masalah tersebut di atas.

. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama vang digunakan dalam penelitian untuk
mencapai tujuan. Dalam menyelesaikan penelitian dan pembahasan karya
ilmiah ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian l_apanganr (field research), vaitu
penelitian langsung yang penyusun lakukan di desa Malahayu Banjarharja
Brebes terkait dengan kedudukan harta perkawinan. sefain itu juga
penyusun menggunakan data-data yang terdapat dalan buku-buku tentang

harta perkawinan dalam hukum adat pada umumnya.

!\)

Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif komparatif, yaitu menguraikan
secara teratur permasalahan vang dibahas kemudian membandingkannya.
Dalam hal ini adalah bagaimanakah asal-usul dan penguasaan harta
perkawinan serta bagaimana pengelolaan dan pembagiannya jika putusnya
hubungan perkawinan menurut hukum adat dan Undang-undang No. 1

tahun 1974.
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3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan vang digunakan dalam penelitian ini  adalah
menggunakan pendekatan Normarif, vaitu bertujuan untuk menemukan
kaidah atau norma hukum dalam meneliti kedudukan harta perkawinan
menurut hukum adat Malahayu dan Undang-undang No. 1 tahun 1974
Yuridis, vaitu pendekatan vang didasarkan pada ketentuan Undang-undang
No.1 tahun 1974 dan hukum adat.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara (interview)
Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam
proses ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor vang
berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut
ialah pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam
daftar pertanyaan dan situasi wawancara.”
b. Dokumentasi
Mencari data-data tentang harta perkawinan batk vang berada dalam
dokumen-dokumen, buku-buku hukum adat maupun dalam Undang-
undang No. 1 tahun 1974
5. Analisa Data
a. Induktif
Induktif vaitu bertolak dari suatu proposisi khusus dan berakhir pada

suatu kesimpulan vang bersifat umum, artinya uraian dan

% Masri Singarimbun dan Sofian Efendi. Metode Penelitian Swrvei. (Jakarta - PT. LP3ES.
1982), him. 155.
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penjelasan dari data yang terkumpul mengenai harta perkawinan
menurut hukum adat Malahayu dan Undang-undang No. 1 tahun 1974
diformulasikan menjadi satu kesimpulan.

b. Komparatif
Yaitu dengan  mendeskripsikan  permasalahan  kemudian
mengkomparasikan data tentang harta perkawinan menurut hukum

adat Malahayu dan Undang-undang No. 1 tahun 1974.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini terdiri dari tiga bagian,
yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal memuat halaman
judul, halaman nota dinas, halaman pengesahan, kata pengantar, transliterasi,
daftar isi, dan daftar tabel. Bagian isi terdapat dari beberapa bab, yaitu: Bab
pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, pokok
masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang harta perkawinan menurut hukum adat Malahayu
Banjarharja Brebes yang meliputi: sejarah pembentukan hukum adat, sekilas
tentang wilayah desa Malahayu dari aspek geografis dan demografis,
pengertian harta perkawinan, macam-macam harta perkawinan, penguasaan
dan pengelolaan serta pembagian harta perkawinan akibat perceraian.

Bab ketiga membahas mengenai hartd perkawinan menurut Undang-

" undang No. 1 tahun 1974, meliputi : Sejarah pembentukan Undang-undang
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No. 1 tahun 1974, pengertian harta perkawinan menurﬁt Undang-undang No. 1
tahun 1974, macam-macam harta perkawinan, penguasaan dan
pengelolaannya  serta pembagiannya akibat perceraian menurut Undang-
undang No. 1 tahun 1974.

Bab keempat menganalisis dan membandingkan tentang harta
perkawinan dalam Hukum Adat Malahyu dan Undang-undang No. 1 tahun
1974 meliputi: Asal-usul dan penguasaan harta perkawinan, pengelolaan harta
perkawinan dan pembagian harta perkawinan akibat perceraian menurut
hukum adat Malahayu dan Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Bab kelima sebagai bab penutup yang merangkum dan menyimpulkan
hasil akhir dari penelitian ini beserta saran-saran.

Bagian akhir skripsi ini memuat tentang lampiran-lampiran, terdiri dari
lampiran terjemahan, lampiran biografi singkat para ulama dan sarjana,
lampiran Tekomendasi izin penelitian, lampiran pedoman wawancara,

Jampiran nama-nama respondewn dan lampiran curricufum vitae
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun meneliti dan membandingkan antara hukum adat

Malahayu dan Undang-undang No. | tahun 1974 tentang harta perkawinan,

yaitu mengenai asal usul dan penguasaan harta perkawinan, pengelolaan serta

pembagiannya akibat putusnya hubungan perkawinan, maka pada bab ini

penyusun dapat menyimpulkan bahwa :

l.

Harta perkawinan merupakan harta vang muncuf akibat adanya hubungan
perkawinan yang dalam hukum adat Malahayu asal-usulnya berasal dari
harta bawaan masing-masing suami isteri yang meliputi: harta pribadi
masing-masing suami isteri atas jerih payahnya sendiri, harta peninggalan.
harta warisan. harta hibah. harta serafian. hadiah perkawinan dari kerabat
dekat maupun teman dan harta pencaharian bersama suami isteri menjadi
satu dalam ikatan suatu perkawinan. Adapun penguasaannya bahwa harta
pribadi masing-masing, harta peninggalan. harta warisan dan harta hibah
penguasaaniya berada pada yang memperoleh atau mendapatkan harta
tersebut, sedangkan harta serahan dan harta pencaharian bersama atau
harta bersama penguasaannya berada pada kedua pihak suami isteri.

Demikian juga dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 harta perkawinan
berasal dari harta bawaan masing-masing suami isteri atas jerih payahnya

sendiri, harta warisan, harta hadiah dan harta bersama suami isteri yang
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penguasaannya adalah: harta bawaan masing-masing dan harta warisan
penguasaannya berada pada masing-masing pihak vang membawanya atau
memperolebnya, harta hadiah penguasaannya dibedakan kepada
penguasaan mutlak pribadi masing—masing dan penguasaan keduanva,
harta hadiah yang ditujukan uﬁtuk pribadi suami atau isteri, maka
penguasaannya ada pada tangan suami atau isteri tersebut, sedangkan harta
hadiah yang ditujukan untuk kedua pasangan suami isteri, maka
penguasaannya juga pada tangan keduanya. Adapun harta bersama kedua

suamyi isteri memiliki hak dan berkuasa atas harta bersama tersebut.

. Dalam hal pengelolaan harta perkawinan kedua hukum tersebut juga sama-

sama memberikan jalan terhadap harta perkawinan untuk dapat dikelola
dan dikembangkan, baik itu harta bawaan vang diperoleh masing-masing
pihak sebagai harta pribadi maupun harta bersama suami isteri yang
diperoleh dari pemberian atau hadiah dari kerabat atau orang lain terhadap
kedua suami isteri pada waktu perkawinan atau sebelum perkawinan.

Sedangkan dalam hal pembagiannya sebagai akibat dari putusnya
hubungan perkawinan, baik menurut hukum adat Malahayy maupun
menurut Undang-undang No. T tahun 1974, kedua hukum tersebut sama-
sama menentukan bahwa harta bawaan, harta hadiah perkawinan serta
harta warisan yang di bawa kedalam perkawinan itu kembali kepada pihak
masing-masing. Jika perceraian yang dikarenakan meninggal dunia. maka
khusus terhadap harta warisan, kembali kepada keluarga yang meninggal

tersebut sebagai harta asal. Sedang harta bersama menurut hukum adat
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Malahayu, harta bersama dibagi dua antara suami iseri, jika ada anak maka
harta bersama dibagi tiga dengan anak dengan ukuran vang sama.
Sedangkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak diatur
mekanismenya tentang berapa bagian suami atau isteri dan berapa bagian
anak, jika ada anak. Dalam hal ini Undang-undang No. 1 tahun 1974
dijadikan sebagai Undang-undang pokok, adapun pelaksanaannva bisa
menggunakan hukum adat bagi masyarakat adat atau kompilasi hukum

Islam bagi orang Islam.

B. Saran-saran

I.

Hukum harta perkawinan, baik menurut hukum adat dalam hal ini
khususnya adat Malahayu maupun Undang-undang No. 1 tahun 1974,
merupakan bukan sesuatu yang pasti harus dilakukan dan harus
diberlakukan di kalangan masyarakat. karena keduanyva hasil pemikiran
manusia yang dalam Istam disebut figih, dan hukum fikih ini dapat
berubah-ubah sesuai zaman dan waktu. Oleh karena itu dalam membuat
suatu keputusan hendaknya jangan kepastian hukum yang diutamakan
melainkan kerukunan dan keadifan yang dapat diwujudkan.

Lembaga hukum merupakan sarana bagi rakyat pada umumnya yang
hendak mencari keadilan oleh karena hal yang harus diingat oleh penegak
hukum yang sudah menjadi tugas dan tanAggung jawab untuk menciptakan

suasana vang kondusif di tengah-tengah masyarakat dengan cara
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memaksimalkan fungsi hukum itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan umat
manusia.

Hukum adat merupakan hukum yang timbul di tengah-tengah masyarakat
vang dibuat dan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dan apabila tidak
dilakukan, maka ada sanksi moral dari masyarakat tertentu, dalam hal ini
hukum harta perkawinan yang ada dalam adat Malahavu, penvusun
melihat agak berlebihan ksususnya pada harta serahan yang harus
dilakukan dalam acara perkawinan. sehingga dapat memberatkan bagi
orang-orang yang kurang mampu, oleh karenanya penyusun berharap
kepada masyarakat setempat kiranya kebiasaan tersebut agak dikurangi.
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural memiliki beberapa
agama, oleh karenanya dalam membuat suatu peraturan hendaknya
mencakup untuk semua golongan. Dalam Undang-undang No. | tahun
1974, penyusun melihat belum jelasnya tentang mekanisme pembagian
harta bersama karena Undang-undang No. | tahun 1974 menverahkan hal
tersebut kepada hukum lainnva seperti hukum adat dan hukum Islam.
namun bagaimana dengan orang-orang non mustim, hal ini juga perlu

dipikirkan khususnya bagi para penyusun undang-undang.
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LAMPIRAN T

TERJEMAHAN AL-QUR’AN DAN HADIS

No

Hal

FN

Terjemahan

BAB1I

Termasuk ayat-ayat-Nya, Allah menciptakan
jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu
menemukan ketenagan di sampingnya, la juga
menciptakan kasih dan sayang yang mengikat,
vang demikian itu merupakan ayat bagi orang yang
berpikir.

Wahai para pemuda: Barangsiapa yang mampu di
antara kamu nikah, maka nikahiah.

BAB IV

63

Bagi laki-laki dapat bagian dari usahanya, bagi
perempuan ada pula bagian dari usahanya.

66

Laki-laki mempunyai kelayakan memimpin
wanita, karena Allah telah memberikan atas yang
lain dan karena mereka memberi nafkah.

67

10

Mereka yang selalu mematuhi ajaran Tuhannya,
mendirikan  sholat dan  persoala  mereka
diselesaikan dengan musyawarah dikalangan
mereka, mereka selalu menafkahkan sebagian rizki
yang kami berikan

68

Hai mausia. bertakwalah kamu kepada Tuhanm,
vang telah menciptakan kam dari seorang manusia,
kemudian menciptakan dari jenisnya jodoh
baginya dan dari kedanya dikembangkan
keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan

71

14

Bagian laki-laki sama dengan bagian dua
perempuan
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Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.

Bapak Gubernur Kepala Daerah
Tingkat T Yogyakarta CQ

Ketua BAKESLINMAS Prop. DiY
Di Yogyakara.

Assalamu’alaikum Wr, Wh,

Dengan ini kami sampaikan dengan hormal kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk

kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul : PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN ?“’\IDANG-U\H)ANG NO. T TAHIN
1974 (Studi Di Desa Malahayu Banjarharjo B:ebes}

Kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDAS] kepada
mahasiswa kamyi :

Nama - Muhammad Ridwan
No.Induk - 00360252/8Y
Semester VT

Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di desa Maizhayu Kecamatan Banjarharjo
kabupaten Brcbes Jawa Tengah

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi, dan dokumentasi pada daerah
tersebut di atas guna penulisan Skripsi sebagai syarat untuk memperolsh gelar Sagana
pada Fakultas Syari’ah TAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Adapun wakiunya mulai t 15 Juni 2004 sampai dengan sclesai,

Dengan Dosen Pcmbinﬁbing . Dirs. Riyanta, M. Hum.

Demikiasn atas permohonan kami, sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih,
Wassalamu’alaikum Wi Wh,

v \
-vialik Madany, M.A.
NIP. 150 182 698
Tembusan disampaikan kepada Yih,
1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai | aporan}
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ljin Penelitian ‘Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah c.q Bakeslinmas
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Nomor - IN/1/DS/PP.008/1200/2004
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No. Mhs. © 00380252/SY
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Judul Pefielitian  :  pemsaGIAN HARTA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT

DAN UNDANG-UNDANG NO. | TAHUN 19874 (Studi di Desa Malahayu
Bnjarharja Brebes)

Lokasi Propinsi Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang beriaku di
daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY

o~ Kepala Bidang Pengendalan

o,

Tembusan Kepada Yth. ,3,’-;'
1. Gubernur DIY (sebagai laporan); lif B 1 )
2. Dekan Fak. Syariah-IAIN"SUKA" Yk; L — Ji
3. Yang bersangkutan; \\":"-3\ Lr. NANANGSUWANDI

4. Pertinggal. v S eEr80 022 ads
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Sifat :
Lampiran
Perihal . Surat Rekomendasi

Menunjuk surat darj :  2/FEDA DIY
Tanggal : 13 Juni 2004
Nomor L ov0/63k2

Bersama ini diberitahukan bahwa

Nama D MBRAMAD RIDWAN
Alamat ' d/a TAIN SUKA
Pekerjaan © Mahasiswa
Kebangsaan Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian judul :

#OPMbaGa . HARTA PRRKAYINAN DALAM PERSPIKTIF HUKM ADAT DAN UiUANG-
UIDANG Ro. 1 TAHUN 1978 { STUDI DI 5NS. MANALAYU MANJARHARJA BREBES; !

Penanggung Jawab :  DRS. RIYVANTA, M.Huws
Peserta : L

[.okasi : Kabe Rrabes

Waktu 25 Juni - 30 Juli 2004

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma
yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA B ANANTAR LEMBAGA




PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Ji Jend. Sudirman Nq. 111 Telp. ( 0283 } 671026 Brebes 52212

Brebes, 24 Junim2004

Nomor 1 072/ t

Sifat : Biasa‘gs/P/‘{I/EOOI+

Lampiran

Perihal : Permohenan Tjin Riset/

Survey / Penelitian. Kepada Yih, :
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BREBES.
DI-
BREBES.

Membaca Surat  dari Badan K esbang.Linmas. Jatengnggal

‘16 Jund--2004.-......Nomor  ": 07044354/ Y1/2004.............. perihal
sebagaimana tersebut pada pokok surat, bahwa :

Nama, ! MUHAMMAD RIDWAN
Pekerjaan ‘Mahasiswa IAIN SUKA Yogyakarta
Junﬂa}:pm ;‘Desa Malahayu Rt 11/V Kec.Banjarharjo

Penanggung Jawab : prg, RIYANTA » M. Hum
Akan mengadakan kegiatan Riset / Survey/Penelitian di Kabupaten

Brebes dengan lokasi ~Desa-Malaknyu K eo.Banjarharjo

..........................................................................................

30 Tu14 2004 oeen.... dengan  proposal  / . skxipsi  berjudul

...............................................................................................

N AOT Y HARTA. PERKAWINAN, . DALAM. PERPEXTIF. HUKUM ADAT

....DAN..MG:&R\ID&&Q.HQ..?..TA{;EM.JEZA..(B:H&L.Q&..¢Q§a.1‘1’81&
...payw Banjarhardo Brebes) ' U7

Untuk  maksud terscbut dengan ini kami menyatakan  TIDAK
KEBERATAN diberikan fjin  riset/survey/penelitian kepada pihak yang
berkepentingan, dengan syarat harus mematuhj semua peraturan dan perundangan
yang beriaku.

Setelah sclesai melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas,
dalam jangka waktn SATU BULAN segera menyerahkan hasilnya kepada Kantor
Kesatuan Bangga dan Perlindungan Magyarakat Kabupaten Brebes dan Bappeda
Kabupaten Brebes.

Dalam kegiatan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan
ketertiban umum Masyarakat serta mentaati tata tertib dan ketentuan-ketentuan

yang berlaku di Daerah setempat,
KEPALAKANTOR KESBANG DAN LINMAS
ZOW }‘ I§ATEN BREBES
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Tembusan, Kepada Yth. - NIPY 500061627,

Yang berkepentingan ;
2. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN BANJARHARJO

- JI. Merdeka No. 113 Telp. 881150 Banjarharjo 52265

Banjarharjo. 25 Juni 2004

Kepada
Nomor 072/ 248 Yth. Kades Malahayu
Sifat : Penting di
Lampiran Do- MALAHAYU

Perihal : Research/survey

Dasar surat dari Kepala BAPPEDA Kabupaten Brebes tanggal 24 Juni 2004
Nomor 072/098/V1/2004 dengan ini diberitahukan bahwa di desa Saudara akan
dilaksanakan research/survey oleh : '

. Nama : MUHAMMAD RIDWAN

2. Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah IAIN SUKA Yogyakarta
3. Alamat . Desa Malahayu RT 11/V Kec. Banjarhartjo, Brebes
4. Jumlah Peserta Do-

5. Penanggung Jawab . Drs. RIYANTA, M.Hum,

6. Maksud research/survey : Untuk Penelitian dengan judul PE MBAGIAN

HARTA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NO. 1

TAHUN 1974,
7. Lokast : Desa Malahayu
8. Jangka waktu research : Tanggatl 17 Juni 2004 s/d 17 Juli 2004

Dengan Ketentuan Sebagai berikut :

a. Pelaksanaan research/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat
mengganggu kestabilan Pemerintah.

b. Sebelum pelaksanaan research / survey langsung kepada respondent maka harus
terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa daerah setempat.

¢. Setelah selesai research / survey supaya Saudara memberikan hasilnya kepada
BAPPEDA KABUPATEN BREBES.

Kemudian atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

TEMBUSAN Kepada Yth.

1. Ka. BAPPEDA Kab.Brebes.
(2) Yang bersangkutan .
3. Arsip
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PEDOMAN WAWANCARA

Bagaimanakah kondisi sosial keagamaan di desa Malahayu Banjarharja Brebes?
apakah yang dimaksud dengan harta perkawinan menurut adat Malahayu

Banjarharja Brebes?

. jenis hara apa sajakah yang termasuk kedalam harta perkawinan?

Apa yang dimaksud dengan harta bawaan, hara warisan, harta serahan, harta
bersama, dan hadiah perkawinan menuru hukum adat malahayu?
Bagaimanakah proses pembagian harta perkawinan jika terjadi perceraian, baik
cerat hidup maupun cerai mati?

Berapa bagian yang diperoleh suami, isteri dan anak jika ada anak?
Bagaimanakah eksisensi harta bersama suami iseri dalam perkawinan di desa
malahayu Banjarharja Brebes?

Darimana sajakah hadiah perkawinan diperoleh dan bagaimana realisasinya di

desa malahayu banjarharja Brebes?



